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KABUPATEN BANTUL
Nomor :
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANTUL
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL

Menimbang : a. Bahwa dengan adanya perkemba_n_gan regulasi dan tuntutan
masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan sesuai dengan
asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, setiap
penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar
pelayanan;

b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran

kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan standar
pelayanan pada@?@@si\p@abupa@n Bantul
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan
Kepala‘:s}atuan Polisi Pamong Praja tentang penetapan

Standar pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Bantul

yrien 70& - /\1< Undang- undang nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan
— : - Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Kabupaten

Bantul
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2. Undang-Undang Nomor 14  Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Repulik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846),

3. Undang-Undang Nomor 25  Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negarz
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik

Indonesia Nomor 6573 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6205);

X 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan
Gedung dan Lingkungan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang
Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
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Xlo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 1619);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan

Ketertiban Umum di Provinsi dan

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 158);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan
Prasarana Minimal Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan
Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 550);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 548);

)( 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2015 tentang
ejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten

Bantul Tahun 2015 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kabupaten
Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul
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Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Ofganisag.,
Tugas,Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita
Daerah Kabupaten bantul Tahun 2021 Nomor 92) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata
Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah
Kabupaten bantul Tahun 2023 Nomor 50) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

{ESATU . Menetapkan Standar Pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

{EDUA . Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU waijib dilaksanakan
oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh
pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggara
pelyanan publik

ETIGA - Segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya keputusan ini dibebankan pada
anggaran pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bantul:

EEMPAT : Keputusan ini di mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Di tetapkan di Bantul,
Pada tanggal
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANTUL

RADEN JATI BAYUBROTO, SH., M.Hum
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197005251990031002
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